
BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Menimbang

Mengingat

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 sudah tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan saat ini sehingga perlu diubah;

. bahwa_— berdasarkan pertimbangan _=sebagaimana
dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun
Anggaran 2017;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 100 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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4.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentangDana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1883);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
478);

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 537), sebagaimana telah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

8.

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 34 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor
34);
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 01 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor
01);

9.
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN'- ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 01
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor
01) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah; sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dilakukan
dengan menggunakan rumus:
AF setiap Desa = {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) +
(0,30 * Z4)} * (DDxab — ADxab)

Keterangan:
AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Zi = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total

penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan.
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa

terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
yang bersangkutan.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas
wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa
kabupaten/kota yang bersangkutan.

DDxab = Besaran Dana Desa kabupaten.
ADkab = besaran Alokasi Dasar kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara
ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnyadilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas
Umum Daerah ke RKD.
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(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara_ bertahap, dengan
ketentuan:

a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling
lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh
persen); dan

b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40%
(empat puluh persen).

(3) Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD
dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah Dana Desa
diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum
Daerah ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan oleh Bupati.

(5S) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum
Daerah ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen
persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. tahap | berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian

output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
dari Kepala Desa.

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahap | dari Kepala
Desa.

(6)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahap | sebagaimana dimaksud pada ayat
(5S) hurub b, menunjukkan rata-rata_realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dan_rata-rata capaian output
menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen).

(7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
output dari seluruh kegiatan.

(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
Capaian output sebagimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume
output, cara pengadaan, dan capaian output.

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan
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input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel

referensi data dengan mengacu pada peraturan yang

diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap
tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan

capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan

capaian output tahap I.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat
tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun
anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output
setelah batas waktu penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran
capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya
dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

(6) Bupati dapat mendorong' proses’ percepatan
penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
berkoordinasi dengan Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen_ persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (5) (untuk tahap I berupa peraturan Desa
mengenai APBDesa dan laporan realisasi
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penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya, untuk tahap II berupa
laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahap J);

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
dan/atau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh
aparat pengawas fungsional di Daerah.

(2)Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap | tahun anggaran
berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa
tahap | tidak dilakukan.

(4)Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%
(tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di
Rekening Kas Umum Daerah.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara selaku kuasa pengguna anggaran penyalur
Dana Desa.

(6)Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan
kembali pada tahun anggaran berikutnya.

. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

5.

Pasal 13

(1)Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda
dalam hal:
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah
diterima;

b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%
(tiga puluh persen); dan
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c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
Daerah.

(2)Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf
a dan huruf c_ berlangsung sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat
disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa
di Rekening Kas Umum Daerah.

(3)Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas
Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran
Dana Desa.

(4)Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam
rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5)Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di
Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6)Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD
sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran
berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan
sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa
tahap | dari Rekening Kas Umum Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran
berjalan.

(7)Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan sebelum
minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan,
Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa
Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari
Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran Dana
Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun
anggaran berjalan.

(8)Berdasarkan permintaan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara selaku kuasa pengguna
anggaran penyaluran Dana Desa menyalurkan sisa
dana desa tahap I yang belum disalurkan dari
Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum
Daerah sebagaimana dmaksud pada ayat (6) paling



-8-

lambat bulan Juli Tahun anggaran berjalan.
(9)Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan

penyaluran Sisa Dana Desa tahap I sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Sisa Dana Desa tahap I yang
belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara
ke Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
menjadi sisa anggaran lebih pada Rekening Kas
Umum Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Tidung.

Ditetapkar’di Tideng Pale
pada tanégal..9 Oktober 20

Va
BUPAZ! TANA TIDUNG,

-UNDUNSYA |

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal.9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 55


